BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang diperoleh dan dibahas peneliti menarik
kesimpulan tentang Eksistensi Sprindik Penetapan Tersangka Oleh Kejaksaan

Dalam Menjamin Kepastian Hukum adalah sebagai berikut :

1. Praperadilan bukanlah lembaga peradilan tersendiri tetapi merupakan
pemberian wewenang tambahan oleh KUHAP kepada pengadilan negeri
dari wewenang dan tugas yang sudah ada. Jadi praperadilan bukanlah
lembaga yang memberikan keputusan akhir pada suatu perkara.
Eksistensi dan kehadiran praperadilan adalah penambahan tugas dan
wewenang dari pengadilan negeri saja. Wewenang tersebut adalah
memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan atau
penahanan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan; permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak di
ajukan ke pengadilan. Dari wewenang yang diberikan KUHAP
praperadilan memiliki tujuan agar upaya paksa yang merupakan
kewenangan dari aparat penegak hukum baik penyidik maupun penuntut
umum dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab menurut ketentuan
hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga tidak terjadi

perkosaan terhadap hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang dan



melanggar hukum oleh aparat penegak hukum. Surat Perintah Penyidikan
yaitu Surat perintah kepada penyidik yang diterbitkan oleh Kejaksaan RI
tujuannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang antar
sesama Lembaga penegak hukum. Surat Perintah tersebut tidak bisa
dianggap hanya sebagai surat biasa, dikeluarkannya surat perintah
penyidikan berarti tanda bahwa seseorang telah ditetapkan sebagai
tersangka. Penerbitan Sprindik juga harus sesuai sistem dan tata cara hukum
yang berlaku di Indonesia. Jika Kejaksaan menerbitkan Sprindik berulang-
ulang dan menurut pihak Kejaksaan penerbitan sprindik telah sesuai dengan
Undang-undang maka hal tersebut bisa dilakukan akan tetapi jika kasus
tersebut telah memiliki kekuatan hukum mengikat atau incracht maka
Kejaksaan juga harus menghormati putusan pengadilan tersebut sebagai
bentuk dari penghormatan terhadap kekuasaan kehakiman dan kebebasan
Hakim.

. Dalam melaksanakan kewajiban yang diberikan undang-undang
kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani tindak
pidana tertentu termasuk koruupsi. Dalam menangani tindak pidana
korupsi ini khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara
negara atau pemerintah dalam hal ini La Nyalla mahmud mattalitti tentu
kejaksaan dalam mengungkap atau menetapkannya sebagai tersangka
memiliki hambatan-hambatan yang cukup sulit dan memakan waktu
lama dalam proses penetapan tersangka. Karena tindak pidana korupsi
termasuk dalam kategori tindak pidana khusus di kejaksaan. kendala

yang sering ditemui jaksa penyidik pada kejaksaan tinggi jawa timur



dalam melakukan penyidikan penetapan tersangka tindak pidana korupsi
pada umunya dan khusus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh
penyelenggara negara sebagai berikut : (1) saksi maupun tersangka yang
tidak kooperatif; (2) prosedur penanganan perkara dalam birokrasi
pemeriksaan berbelit-belit; (3) prosedur permohonan persetujuan dari
atasannya terkait pemeriksaan tindak pidana korupsi yang melibatkan
anggota atau bahawahannya; (4) tersangka yang akan dilakukan
penahanan tetapi tidak diketahui tempat kediamannya; (5) status
penahanan tersangka tindak pidana korupsi; (6) kurangnya jaksa yang
benar-benar menguasai tekhnis penyidikan tindak pidana korupsi.
Bertolak dari kendala-kendala yang dihadapi kejaksaan dalam
menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam proses penyidikan
penetapan tersangka, maka dilakukan beberapa upaya untuk
mengantisipasi atau mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya-upaya
yang dilakukan antara lain meningkatkan profesionalisme aparat penegak
hukum vyaitu para jaksa, segera melakukan penahanan tersangka,
membangun birokrasi yang efisien dan efektif, mengefektifkan peraturan
perundang-undangan yang ada, melaksanakan diklat penanganan perkara
tindak pidana korupsi bagi sumber sumber daya aparatur jaksa.

. Berdasarkan keputusan Jaksa Agung terkait fungsi dan wewenang
kejaksaan dalam hal eksistensi sprindik kejaksaan tinggi jawa timur atas
kasus korupsi dana hibah kamar dagang industry yang di praperadilankan

sehingga mempengaruhi eksistensi dari pada sprindik yang diterbitkan



beberapa kali, dalam pasal 30 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun
2004 tentang kejaksaan republik Indonesia memberikan kewenangan
kepada jaksa untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
tindak pidana tertentu yang telah diatur oleh peraturan perundang-
undangan. Salah satu tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana
korupsi

5.2 Saran

Konstitusi Negara Indonesia telah memberikan kepastian hukum atas
Sprindik dan Praperadilan, untuk menghindari adanya berbagai macam penafsiran
dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang
dalam hal ini pengaturan mengenai Penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan
acara praperadilan maka diperlukan adanya sebuah pengaturan yang pasti dalam
undang-undang tentang batasan menerbikan Sprindik dan pelaksanaan
praperadilan. Pembaruan KUHAP melalui RUU KUHAP perlu menampung
perbaikan serta rumusan baru terhadap lembaga Praperadilan dengan tegas
menyatakan dikabulkannya Praperadilan, maka tidak ada upaya lain berupa

penetapan tersangka misalnya melalui penerbitan Sprindik baru.
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